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ABSTRAK 

 

 

 Penyalahgunaan  Narkotika di Wilayah Yogyakarta marak terjadi mulai 

dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa, dan tidak mengenal strata sosial 

mulai dari pelajar, mahasiswa, pejabat publik bahkankan aparat penegak 

hukum pun tidak luput oleh tindak pidana penyalahgunaan terhadap Narkotika. 

Dalam hal ini tentunya berbanding terbalik dengan nama besar Daerah 

Istimewa Yogyakarta yang merupakan kota pelajar dan kota budaya. Dalam hal 

ini,  pihak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta  sebagai aparat penegak 

hukum yang telah diamanatkan oleh Negara sebagai pengayom masyarakat 

harus bertindak secara sungguh-sungguh dalam memberantas dan mengungkap 

tindak pidana penyalahgunaan terhadap Narkotika. Adapun yang menjadi 

pokok masalah dalam penelitian ini meliputi: Bagaimanakah upaya Polda 

Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan 

Narkotika Tahun 2012, Serta Apa saja yang menjadi hambatan Polda Daerah 

Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika Tahun 

2012. 

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu 

peneliti tidak saja mempelajari Pasal Perundang-undangan, tetapi juga 

menggunakan bahan yang sifatnya normatif dalam mengolah dan menganalisis 

data dari lapangan yang disajikan sebagai pembahasan. Studi lapangan meliputi 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh baik data primer 

maupun data sekunder kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. 

Analisis  deskriptif yaitu menganalisa data untuk menggambarkan suatu 

masalah berikut pemecahannya dengan menggunakan uraian kalimat yang 

diperoleh dari data kualitatif yang telah disimpulkan. 

 

Berdasarkan hasil penelitian penyusun, bentuk dari upaya Polda DIY 

meliputi upaya preventif dan refresif. Preventif yaitu melalui upaya penyuluhan 

ke berbagai organisasi kemasyarakatan dan lokasi yang rawan terhadap 

penyalahgunaan Narkotika. Kewenangan Polda DIY didasarkan pada Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. 

Upaya refresif yaitu melalui kerjasama dengan lembaga atau organisasi yang 

berhubungan dengan fasilitas publik antara lain Bandara, Kampus dan tempat 

hiburan.  Adapun kendala yang dihadapi Polda DIY terhadap upaya penegakan 

hukum penyalahgunaan Narkotika dikarenakan adanya faktor internal dan 

eksternal  meliputi minimya anggota Ditres Narkoba dan Sarana, dan Prasarana 

pendukung seperti alat penyadap serta laboratorium forensik bidang narkotika. 

Selanjutnya penyalahgunaan terhadap Narkotika di wilayah Hukum Polda 

Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi: kelompok penguna dan kelompok 

pengedar. Dalam setiap kelompok memiliki modus operandi yang berbeda-

berbeda mulai dari sistem sel terputus atau sell and cut, yakni antara bandar 

besar dan bawahan tidak kenal sama sekali. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Pembangunan Indonesia  bertujuan mewujudkan manusia Indonesia 

seutuhnya dan masyarakat atas keseluruhan yang adil, makmur, sejahtera dan 

damai berdasarkan pancasila dan Undang-undang Tahun 1945. Untuk 

mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan 

secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan 

termasuk ketersediaan Narkotika sebagai obat, di samping usaha pengembangan 

ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan dan pengajaran 

sehingga ketersediannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor. 

Meskipun Narkotika sangat diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan 

kesehatan, namun bila disalahgunakan atau di gunakan tidak sesuai dengan standar 

pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran Narkotika secara gelap akan 

menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan atau masyarakat, 

khususnya generasi muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar 

bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan 

melemahkan ketahanan nasional.
1
 

                                                           
1
 Madani, Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana 

Indonesia  (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.1. 
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Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika adalah zat atau 

obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi 

sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya 

rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau 

obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif 

melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan 

pada aktivitas mental dan perilaku (Undang-undang No. 5/1997). Terdapat 4 

(empat) golongan psikotropika menurut undang-undang tersebut, namun setelah 

lahirnya Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, maka psikotropika 

golongan I dan II dimasukkan ke dalam golongan narkotika. Dengan demikian saat 

ini apabila bicara masalah psikotropika hanya menyangkut psikotropika golongan 

III dan IV sesuai Undang-Undang No. 5/1997. Zat yang termasuk psikotropika 

antara lain: Sedatin (Pil BK), Rohypnol, Magadon, Valium, Mandrax, Amfetamine, 

Fensiklidin, Metakualon, Metifenidat, Fenobarbital, Flunitrazepam, Ekstasi, 

Shabu-shabu, LSD (Lycergic Syntetic Diethylamide) dan sebagainya. Bahan 

adiktif berbahaya lainnya adalah bahan-bahan alamiah, semi sintetis maupun 

sintetis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang dapat 

mengganggu sistem syaraf pusat, seperti: Alkohol yang mengandung Ethyl etanol, 

Inhalen/Sniffing (bahan pelarut) berupa zat organik (karbon) yang menghasilkan 

efek yang sama dengan yang dihasilkan oleh minuman yang beralkohol atau obat 
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anaestetik jika aromanya dihisap. Contoh: lem/perekat, Aceton, Ether dan 

sebagainya.
2
  

Perkembangan tingkat tindak pidana penyalahgunaan narkotika sudah sangat 

memprihatinkan. Kalau dulu, peredaran dan pecandu narkoba hanya berkisar di 

wilayah perkotaan, kini tidak ada satupun kecamatan ,atau bahkan desa di Negara 

indonesia ini yang bebas dari dari penyalahgunaan dan peredaran gelap obat 

terlarang itu. Bahkan pesantren pun tidak lepas dari sasaran. Kalau dulu peredaran 

dan pecandu narkotika hanya berkisar pada remaja dan keluarga mapan, kini 

penyebarannya telah merambah kesegala penjuru strata sosial ekonomi maupun 

kelompok masyarakat dari keluarga melarat hingga konglomerat ,dari pedesaan 

hinga perkotaan,dari anak muda hingga yang tua.
3
 

Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri menurut Drs Budiharso M.SI Kepala 

Badan Narkotika Nasional Propinsi  (BNNP) Daerah Istimewa Yogyakarta 

menegaskan, bahwa jumlah pengguna narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta 

cendrung meningkat dibandingkan tahun tahun sebelumnya. Untuk Tahun 2011 

ada sekitar 69.700 orang dan Tahun 2012 ada sekitar 78.064.
4
 Disampaikan pula 

oleh Gories Mere Kepala Badan Narkotika Nasional sebelum menandatangani 

                                                           
2
 http://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba/Pengertian, diakses Pukul 14:15 Wib, Tanggal 12 Maret 

2013. 

3
 F .Agasya, Undang-undang Narkotika dan Undang-undang Psikotropika, (Jakarta: Asa 

Mandiri, 2010), hlm. 53. 

4
 Menurut Drs.Budi Harso M.Si dalam Kedaulatan Rakyat Yogyakarta (http://krjogja.com/read/ 

160337/pengguna-narkotika-capai-87432.kr.,)  diakses Pukul 16:05.Wib, 12 maret 2013. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba/Pengertian,%20diakses
http://krjogja.com/read/160337/pengguna-narkotika-capai-87432.kr.,%20diakses
http://krjogja.com/read/160337/pengguna-narkotika-capai-87432.kr.,%20diakses
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kesepahaman dengan Komisi Yudisial terkait pengawasan proses persidangan 

tindak pidana narkotika dan prekursor di Jakarta yang 5,8 juta penduduk.
5
  

Dalam pandangan Agama-agama di Indonesia, tidak ada satu pun agama 

yang membenarkan penggunaan Narkotika selain untuk tujuan pengobatan. Dan 

jelas pula bagaimana Agama-agama memandang betapa besar bahayanya 

narkotika bila disalahgunakan. oleh karena itu untuk menanggulangi permasalahan 

tersebut, semua agama memandang penting adanya kerjasama di antara semua 

pihak. Tidak hanya keluarga, pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh agama, 

dan seluruh lapisan masyarakat.
6
 

Dari data di atas, penyalahgunaan Narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta 

sangat mengkhawatirkan. Dalam hal ini penyusun tertarik terhadap upaya Polda 

Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi  penyalahgunaan Narkotika 

Tahun 2012. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kewajiban dalam 

menegakkan hukum dalam penyalahgunaan Narkotika. Upaya tersebut tentunya 

harus diwujudkan dalam hal yang konkrit. Sehingga hasil dari penegakan hukum 

tersebut dapat mewujudkan daerah Yogyakarta bebas dari penyalahgunaan 

Narkotika.   

 

                                                           
5
Menurut Gories Mere yang dikutip oleh kompas Nasional http://nasional.kompas.com/read/ 

2012/10/31/14280327/Pengguna.Narkoba.5.8.Juta.Tahun. 2012,) diakses, Pukul 16.30 Wib 12 maret 

2013. 

6
 Muhammad Yahya Rosyid, Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Agama dan Setrategi 

Menanggulanginya, (Jakarta: Cv Sahabat, 2005), hlm. 51. 

http://nasional.kompas.com/read/2012/10/31/14280327/Pengguna.Narkoba.5.8.Juta.Tahun
http://nasional.kompas.com/read/2012/10/31/14280327/Pengguna.Narkoba.5.8.Juta.Tahun
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B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimanakah upaya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka 

menanggulangi penyalahgunaan Narkotika Tahun 2012 ? 

2. Apa saja yang menjadi hambatan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam 

menanggulangi terhadap penyalahgunaan Narkotika Tahun 2012? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Objektif 

1) Mengetahui dan memahami upaya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta 

dalam rangka menanggulangi terhadap penyalahgunaan Narkotika Tahun 

2012. 

2) Ingin mengetahui faktor faktor yang menjadi hambatan Polda Daerah 

Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi terhadap penyalahgunaan 

Narkotika Tahun 2012. 

b.Tujuan Subjektif 

1) Untuk memperoleh data akurat yang akan penyusun gunakan dalam 

menyusun skripsi ini, sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan 

dalam bidang Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

2) Untuk menambah pengetahuan dalam bidang hukum pidana dengan 

harapan akan bermanfaat di masa mendatang. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoretik 

Memberikan sumbangan pemikiran tentang hukum pidana dan 

pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, serta pada Ilmu Hukum 

khususnya. 

b. Secara Praktis 

Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

Sejauh pengamatan penyusun, sampai disusunnya penelitian ini belum ada 

karya yang memfokuskan penelitian tentang upaya Polda DIY penanggulangan 

terhadap penyalahgunaan Narkotika Tahun 2012. Beberapa judul karya ilmiah 

tersebut adalah: 

Skripsi karya Agustine Sonya Maria yang mengambil judul: 

“Penyalahgunaan Narkotika ditinjau dari Segi Hukum Pidana.” Adapun yang 

menjadi permasalahan penelitian tersebut meliputi: bagaimanakah penanggulangan 

tindak pidana penyalahgunaan narkotika ditinjau dari segi hukum pidana. Bahwa  

perbedaan antar skripsi penulis adalah dari rumusan masalah yaitu: upaya Polda 

Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika 
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Tahun 2012 dan apa saja yang menjadi hambatan Polda Daerah Istimewa 

Yogyakarta dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika Tahun 2012.
7
 

Skripsi karya Didik Yulianto berjudu: “Peranan Penyidik Polri dalam 

Pencegahan Tindak Pidana Narkotika setelah dikeluarkannya Undang-undang 

Nomor 35 Tahun 2009.” Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam 

penelitian ini meliputi: bagaimana peranan penyidik Polri dalam pencegahan 

tindak pidana narkotika setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomer 35 Tahun 

2009, hambatan apa yang ditemui penyidik Polri dalam pencegahan tindak pidana 

narkotika setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.
8
 Bahwa  

perbedaan antar skripsi penyusun adalah dari Rumusan masalah yaitu: Upaya 

Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi penyalahgunaan 

Narkotika Tahun 2012 dan apa saja yang menjadi hambatan Polda Daerah 

Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika Tahun 

2012. 

Skripsi Leonna Syamsinar Marpaung berjudul: “Peran Badan Narkotika Kota 

terhadap Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Yogyakarta 

Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2012.” Dalam skripsi tersebut terdapat 

pokok masalah yaitu apakah peran Badan Narkotika Kota Yogyakarta terhadap 

                                                           
7
 Agustine Sonya Maria,  “Penyalahgunaan  Narkotika ditinjau dari Segi Hukum Pidana,” Skripsi 

Fakultas Hukum Universitas Gadjahmada Yogyakarta Tahun 2010. 

8
 Didik Yulianto, “Peranan Penyidik Polri dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkotika setelah 

dikeluarkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009,” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma 

Jaya,Tahun, 2011. 
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Rehabilitasi penyalahgunaan Narkotika di Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku, serta adakah kendala bagi Badan Narkotika Kota 

Yogyakarta berperan dalam dalam Rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika 

di Kota Yogyakarta.
9
 

Skripsi Akhmad Sobirin yang berjudul: “Upaya Polda Daerah Istimewa 

Yogyakarta dalam mengungkap kejahatan penipuan online Tahun 2012 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2013.” Dalam skripsi 

tersebut terdapat pokok masalah yaitu: Bagaimana upaya untuk mengungkap 

kejahatan penipuan online yang dilakukan Polda Yogyakarta dan Apa kendala 

yang dihadapi oleh Polda Yogyakarta dalam mengungkap kejahatan penipuan 

online.
10

 

 

E. Kerangka Teoretik  

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana  

Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika 

merupakan kebijakan hukum positif yang pada hakikatnya bukanlah semata – 

mata pelaksanaan Undang-undang yang dapat dilakukan secara yuridis normatif 

dan sistematik, dogmatik. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan 

                                                           
9
 Leonna Syamsinar marpaung, “Peran Badan Narkotika Kota Terhadap Rehabilitasi Korban 

Penyalahgunaan Narkotika di Kota Yogyakarta,”  Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta,Tahun 

2012. 

10
 Akhmad Sobirin, “Upaya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Mengungkap Kejahatan 

Penipuan Online tahun 2012,” Skripsi  Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 

2012. 
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hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa 

pendekatan sosiologis, historis, bahkan memerlukan pula pendekatan 

komprehensif dari berbagai disiplin ilmu lainnya dan pendekatan integral 

dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.
11

 

Masalah kebijakan pidana merupakan salah satu bidang yang seyogyanya 

menjadi pusat perhatian kriminologi, karena kriminologi sebagai studi yang 

bertujuan mencari dan menentukan Faktor-faktor yang membawa timbulnya 

kejahatan-kejahatan dan penjahat. Kajian mengenai kebijakan hukum pidana 

(Penal Policy) yang termasuk salah satu bagian dari ilmu hukum pidana, erat 

kaitannya dengan pembahasan hukum pidana nasional yang merupakan salah 

satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia. Dalam batas-batas yang 

dimungkinkan perlindungan terhadap hak–hak asasi warga masyarakat 

Indonesia, terhadap beberapa prinsip yang terkandung dalam Undang-undang 

narkotika adalah: 

a) Bahwa Undang-undang narkotika juga dipergunakan untuk menegaskan 

ataupun menegakkan kembali nilai–nilai sosial dasar prilaku hidup 

masyarakat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang dijiwai oleh 

falsafah Negara Pancasila. 

b) Bahwa Undang-undang narkotika merupakan satu-satunya produk hukum 

yang membentengi bagi pelaku tindak pidana narkotika secara efektif. 

                                                           
11

 Barda Nawawi Arief,  Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: PT Aditya Bakti, 

2005), hlm 22. 
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c) Dalam menggunakan produk hukum lainnya, harus diusahakan dengan 

sungguh–sungguh bahwa caranya seminimal mungkin tidak mengganggu hak 

dan kewajiban individu tanpa mengurangi perlindungan terhadap 

kepentingan masyarakat yang demokrasi dan modern.
12

 

Berdasarkan pada prinsip- prinsip yang terkandung dalam prinsip hukum, 

maka dapat dipahami bahwa apabila masih ada cara lain untuk mengendalikan 

sosial, maka penggunaan hukum pidana dapat di tiadakan, kebijakan ini disebut 

sebagai kebijakan non-penal. 

Salah satu jalur “non penal” untuk mengatasi masalah–masalah sosial 

adalah lewat “kebijakan sosial” (Sosial-Policy). Kebijakan sosial pada dasarnya 

adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan 

masyarakat, jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan 

nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan. 

Sebaliknya apabila cara pengendalian lain (Social–Control), yaitu dengan cara 

menggunakan“Kebijakan Sosial” (Social–Policy) tidak mampu mengatasi 

tindak pidana, maka jalan yang dipakai melalui kebijakan“Penal” (Kebijakan 

Hukum Pidana). 

Dua masalah sentral dalam kebijakan tindak pidana dengan menggunakan 

sarana penal (hukum pidana) adalah masalah: 

1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan 

                                                           
12

 Mardjono Reksodiputra, Pembaharuan Hukum Pidana, dan Pusat Pelayanan Pengendalian 

Hukum (Jakarta: d/h Lembaga Kriminologi UI, 1995), hlm. 23. 
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2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.
13

 

Analisis terhadap 2 (dua) masalah sentral ini tidak dapat di lepaskan dari 

konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau 

kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah di 

atas harus pula di arahkan untuk mencapai tujuan–tujuan tertentu dari kebijakan 

sosial-politik  dalam menangani 2 (dua) masalah sentral tersebut di atas,harus 

pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (Policy 

oriented approach). 

Bertolak dari pemahaman “kebijakan”, istilah kebijakan dalam tulisan ini 

diambil dari istilah“Policy”(Inggris) atau “Politic” (Belanda). Atas dasar dari 

kedua istilah asing ini, maka istilah “Kebijakan Hukum Pidana‟ dapat pula 

disebut dengan istilah”Politik Hukum Pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah 

:Politik Hukum Pidana” ini sering di kenal dengan berbagai istilah antara lain 

“Penal Policy,”Criminal Law Policy” atau “Strafreehtspolitiek”. 

Kebijakan Penanggulangan Kejahatan atau yang biasa dikenal dengan 

istilah “Politik Kriminal” yang dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. 

Maksudnya alam upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan: 

a) Penerapan hukum pidana (Criminal law application) 

b) Pencegahan tanpa pidana (Prevention without punishment) 

                                                           
13

 Ibid, hlm. 23-24. 



12 
 

c) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan 

lewat media masa (Influencing views of society on crime and punishment). 

Bertolak dari keraguan atas efektivitas sarana penal dari aplikasi Undang-

undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, perlu dicermati 

efektivitas hukum yang tidak dapat dilepaskan dari tipe-tipe penyelewengan 

tersebut merupakan kategori secara teoritis terhadap berbagai jenis 

penyelewengan yang terjadi dalam masyarakat tertentu.
14

 

2. Teori Sistem Hukum  

Teori sistem hukum digunakan untuk membahas permasalahan mengenai 

hambatan-hambatan dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika. 

Teori sistem hukum dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Lawrence M. 

Friedman sebagaimana dikutif Otje Salman dan Anton F. Susanto, sistem 

hukum meliputi: Pertama, struktur hukum (legal structure), yaitu bagian – 

bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada 

dan disiapkan dalam sistem. Misalnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan. 

Kedua, Substansi Hukum (Legal Substance), yaitu hasil aktual yang diterbitkan 

oleh sistem hukum, misal putusan hakim berdasarkan Undang- undang. Ketiga, 

Budaya Hukum (Legal Culture), yaitu sikap publik atau nilai – nilai komitmen 

moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum, atau 

                                                           
14

 Soekanto Soerjono, Efektivitas Hukum dan Peran Saksi, Remaja, Karyawan, (Bandung: 

Mandar Maju, 1988), hlm. 68. 
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keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh 

tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat.
15

 

Implementasi penegakan hukum Soerjono Soekanto juga mengatakan ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi berlakunya hukum. Faktor–faktor tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. Faktor hukumnya sendiri 

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak – pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum. 

c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum 

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan. 

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
16

  

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena 

merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada 

efektivitas penegakan hukum. 

 

 

 

                                                           
15

 Ibid, hal 153 

16
 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Bandung: PT 

RajaGrafindo Persada, 2004) 
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F. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah dengan mencari data dari suatu masalah, 

maka diperlukan suatu metode yang bersifat ilmiah, yaitu metode yang sesuai 

dengan masalah yang akan dikaji atau diteliti. Langkah-langkah yang diambil 

dalam metode penelitian ini antara lain: 

1. Sumber Data 

Pada dasarnya sumber data dapat dibedakan antara data yang diperoleh 

langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka ini menjadi dua macam, yaitu 

data primer atau data dasar dan data sekunder. Data primer dapat diperoleh 

langsung dari sumber pertama, yaitu perilaku warga masyarakat, serta 

peraturan-peraturan yang terkait, sedangkan data sekunder mencakup dokumen-

dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan.
17

 Adapun 

yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah: 

a. Data primer 

Penyusun dalam rangka mengadakan penelitian ini mengambil lokasi di 

Kepolisian Daerah Istimewa Yogayakarta dengan sejumlah data atau fakta 

didapat langsung dari Kepolisian Daerah Istimewa Yogayakarta yang secara 

khusus pada Direktorat Reserse Narkoba dengan. 

 

 

                                                           
17

 Soerjono Soekanto, Pengukuran Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 11-12. 
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b. Data Sekunder 

Berupa dokumen-dokumen tertulis berupa peraturan Perundang-

undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian ini. 

c. Data Tersier 

Berupa data yang diperoleh dari sumber internet, kamus hukum, dan 

sumber-sumber yang didapat secara tidak langsung dalam penelitian ini. 

 

2. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah tentang upaya Polda Daerah Istimewa 

Yogyakarta dalam menanggulangi  penyalahgunaan Narkotika Tahun 2012. 

 

3. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penyusun terapkan termasuk dalam jenis penelitian 

lapangan (field research), dengan menggunakan jenis penelitian ini penulis 

ingin memberikan gambaran selengkap-lengkapnya mengenai upaya Polda 

Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi  penyalahgunaan Narkotika 

Tahun 2012. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang 

tidak diperoleh melalui pengamatan. Wawancara yang digunakan penulis 
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berbentuk wawancara terbuka, yaitu responden diajukan pertanyaan-

pertayaan sedemikian rupa sehingga responden tidak terbatas dalam 

memberikan keterangan. Adapun para pihak yang diwawancarai meliputi: 

anggota Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, dan para pihak yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini. 

 

b. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan ini diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, 

dan mengkaji buku-buku, perundang-undangan atau data-data yang berupa 

bahan pustaka. 

 

5. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik, yang merupakan 

penelitian dengan berusaha mendeskripsikan suatu data kemudian menganalisa 

data yang terkumpul. 

 

6. Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris ialah mengkaji konsep normatif 

atau peraturan perundang-undangan, sedangkan empiris adalah mengkaji pada 

kenyataan yang ada mengenai upaya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam 

menanggulangi  penyalahgunaan Narkotika Tahun 2012. 
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7. Analisis Data 

Analisis data adalah suatu kegiatan untuk meneliti, memeriksa, 

mempelajari, membandingkan dan membuat interpretasi yang diperlukan. 

Analisis data dalam penelitian ini didasarkan kepada metode penelitian kualitatif 

berdasarkan kerangka teori yang dipakai. Penelitian kualitatif adalah suatu tata 

cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu dinyatakan oleh 

responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti 

dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh yang bertujuan untuk membatasi data 

sehingga data tersusun baik, teratur, dan sistematis. 

 

 

G. Sistematika Penelitian 

Dalam hal ini penyusun memberikan gambaran tentang pembahasan yang 

akan dilakukan yaitu sebagai berikut: 

Bab pertama latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua yang meliputi pengertian Narkotika, jenis-jenis Narkotika, 

pengertian tentang penyalahgunaan narkotika, faktor terjadinya penyalahgunaan 

narkotika, pencegahan dan penanggulangan kejahatan, kajian teoritis terhadap 

penyalahgunaan narkotika, dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan 

Narkotika. 
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Bab ketiga gambaran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, tinjauan umum 

tentang Polri, tugas, dan wewenang Polri. 

Bab keempat bagaimanakah upaya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam 

rangka menanggulangi terhadap penyalahgunaan Narkotika dan apa saja yang 

menjadi hambatan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi 

terhadap penyalahgunaan Narkotika. 

Bab kelima berisi kesimpulan dari kegiatan penelitian yang dilakukan 

berdasarkan permasalahan yang menjadi kajian serta saran dari pemikiran 

penyusun. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari rumusan masalah dan uraian hasil penelitian dan analisis 

yang dikemukakan pada Bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikutt:  

1. Berdasarkan hasil penelitian penyusun, bahwa upaya Polda Daerah Istimewa 

Yogyakarta dalam menanggulangi  penyalahgunaan Narkotika Tahun 2012 

melalui 2 (dua) cara yaitu penindakan (Represif) dan pencegahan (preventif). 

Adapun upaya represif dilakukan dengan cara antara lain: (a) Menerima laporan 

atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga 

merupakan tindak pidana Penyalahgunaan terhadap Narkotika, (b) Menyuruh 

berhenti orang dari Mobil atau Motor yang dicurigai melakukan 

penyalahgunaan terhadap Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri, (c) 

Melakukan penindakan terhadap tersangka sesuai dengan Undang-undang yang 

berlaku dan Protab resmi dari kepolisian, serta (d) Melakukan operasi harian 

dan operasi khusus secara profisional dan bertanggung jawab. Sedangkan upaya 

preventif dilakukan dengan cara antara lain: (a) Melakukan kerjasama dengan 

instansi terkait, seperti LSM yang bergerak di bidang pencegahan Narkotika dan 

instansi pemerintah untuk saling memberikan dukungan informasi mengenai 

keberadaan penyalahgunaan Narkotika, (b) Melakukan kerjasama dengan Badan 
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Narkotika Nasional Provinsi(BNNP) dalam proses: Pencegahan, 

Pemberantasan, Rehabilitasi, Pengembangan laboratorium Narkotika dan 

Pemberdayaan Masyarakat,Bea Cukai dalam hal pencegahan penyelundupan 

Narkotika melalui Bandara, (c) Pemasangan Reklame tentang bahaya Narkotika 

bagi kesahatan dan masa depan, (d) Bekerjasama dengan semua lapisan 

masyarakat,Kampus,Kelompok-kelompok masyarakat,Sekolah-sekolah,Instansi 

pemerintah. upaya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi  

penyalahgunaan Narkotika Tahun 2012 merupakan bagian dari penegakan 

hukum. Soerjono Sukanto juga menyebutkan lima unsur penegakan hukum 

(Law Enforcement), untuk mengimplementasikan penegakan hukum di 

Indonesia dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu: 1) Undang-undang, 2) Mentalitas 

aparat penegak hukum, 3) Perilaku masyarakat, 4) Sarana, dan 5) Kultur. Polda 

DIY dalam dalam menjalankan kewenangannya sebagai penegak hukum 

berpedoman pada peraturan Perundang-undangan. Mentalitas aparat penegak 

hukum dalam hal ini personel Polda DIY merupakan bagian integral dari 

penegakan hukum atas penyalahgunaan Narkotika di wilayah DIY. Di sisi lain 

anggota yang ada di Ditres Narkoba Polda DIY belum memadai secara jumlah 

maupun sumber daya manusianya. Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai 

wilayah pariwisata dan pendidikan tentu sangat dipengaruhi oleh masuknya 

masyrakat dari luar. Kewenangan Polda DIY didasarkan pada Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-undang 

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. 
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2. Hambatan-hambatan yang ditemui oleh aparat kepolisian Polda Daerah 

Istimewa Yogyakarta yaitu:
1
 

a. Kurangnya anggota Personil dilapangan; 

b. Alokasi Dana dalam pelaksanaan upaya penanggulangan yang minim 

terutama dalam upaya penyuluhan, sosialisasi dan upaya-upaya lainnya yang 

mendukung terlaksananya upaya penanggulangan tersebut; 

c. Belum adanya alat untuk tes urine (LABFOR); 

d. Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam hal salah satu anggota keluarga 

yang menjadi pecandu Narkotika untuk melaporkan kepada pihak yang 

berwajib dikarnakan takut akan dijadikan tersangka dan masyarakat enggan 

memberikan informasi mengenai peredaran dan penyalahgunaan Narkotika 

untuk bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta ; 

e. Kurangnya sarana dan prasarana untuk menyelidiki peredaran gelap dan 

penyalahgunaan Narkotika; 

f. Kesulitan dalam hal menungungkap jaringan bos besar karna peredaran 

Narkotika menggunakan sistem Sel terputus atau Sell and Cut.
2
 

 

B. Saran 

Dari uraian tersebut diatas penulis memberikan saran-saran, bahwa dalam 

                                                           
1
 Hasil wawancara dengan Bapak AKBP. Dedy Sumarsono, S.IK. M.H.  selaku Ditres Narkoba 

Polda Yogyakarta Tanggal 28 Januari 2014. 

2
 Ibid. 
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melakukan upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika perlu 

dilakukan empat hal penting dan mendesak, yaitu : 

a. Mengungkap serta memutus sindikat jaringan, memproses penanganaan 

perkara dengan sungguh-sungguh dan konsisten, ungkap motif atau latar 

belakang kejahatan dan selalu waspada terhadap penyediaan dan peredaran 

Narkotika 

b. Meningkatkan jalinan kerjasama kepada semua lapisan masyarakat,Instansi 

pemerintahan,dunia akademisi atau Kampus,Instansi Swasta,Aparat Penegak 

Hukum lainnya. 

c. Kepada seluruh anggota kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya 

Ditreskrim Narkoba untuk lebih semangat dan total dalam membrantas 

jaringan Narkotika nasional maupun Internasional sampai ke akar-akarnya 

dan jangan tebang pilih dalam hal penindakan semua sama di mata Hukum 

sesuai azaz Equality befor the Law. 
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